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PROVINSI SUMATERA SELATAN
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Menimbang

Mengingat

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa dalam rangka pemberian bantuan kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, perlu
menetapkan kriteria dan standarisasi calon penerima
dan jenis bantuan agar lebih tepat sasaran sehingga
berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka
perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 019 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan
Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan  Lanjut Usia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201i Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235j;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
pelayanan Kesejahteraan sosial Bagi Masyarakat Miskin
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3206);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten /Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara
Repubrik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan
Kesejahteraan sosiar Penyandang Cacat;

Peraturan Menteri sosial Nomor 129/HUK/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan
Sosial;

Peraturan Menteri sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Struktur organisasidan Tata Kerja Kementerian sosial
Republik rndonesia;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 567);



Menetapkan
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Peraturan Menteri sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut usia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi oleh
Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin,;
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
[lir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 019 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 019
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017
Nomor 019), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) angka 1 dan angka 3
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bantuan Sembako berjumlah Sebagai Berikut :




a. Beras 5 kg

b. Kopi

c. Teh

d. Mi Instan

e. Susu Kental
f. Minyak Sayur
g. Sarden besar
h. Gula

1 Paket

1 bungkus

1 bungkus

1 dus

1 kaleng

1 Bungkus

2 kaleng / paket
1 Bungkus

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) angka 3 dihapus

PASAL II

Peraturan Bupati

diundangkan. Agar

mulai berlaku pada tanggal
setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal

Y. JAapuAR, 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,,

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal oS JAvuARl 2019
SEKRETARIS DAERAH

dto

HERI AMALINDO

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

NOMOR : 7




